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KATA PENGANTAR 

 

$VVDODPX·DODLNXP�:DUDKPDWXOODKL�:DEDUDNDWXK 

Penulisan buku ini berawal dari kebutuhan akan referensi 

pada mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Buku ini sejatinya 

bukan hanya diproyeksikan sebagai bahan ajar atau salah satu 

rujukan atau referensi mahasiswa yang tengah berlayar di dunia 

akademik, melainkan juga dapat menjadi salah satu bahan bacaan 

atau rujukan bagi para birokrat, dan masyarakat luas. 

Hukum Administrasi Negara merupakan bagian dari hukum 

publik yang mengatur tindakan, kegiatan, keputusan yang 

dilakukan dan diambil oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam 

menjalankan roda administrasi negara sehari-hari. Oleh karena itu, 

Hukum Administrasi Negara adalah peraturan yang mengatur 

tentang aparatur pemerintah dalam melakukan tugas-tugas negara, 

untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Untuk mencapai 

tujuan itu, maka aparatur negara dalam esksitensinya melakukan 

berbagai upaya dan langkah. Upaya dan langkah dimaksud  

merupakan kajian dalam Hukum Admnistrasi Negara dimaksud. 

Buku ini tentu belum memenuhi semua harapan karena 

substansi yang termuat di dalamnya masih memiliki kekurangan, 

namun demikian setidaknya buku ini memberikan kontribusi dunia 

akademik, birokrasi dan masyarakat luas untuk menambah 

khazanah wawasan keilmuan dalam bidang ilmu-ilmu sosial 

khususnya pada kajian Hukum Administrasi Negara. Semoga buku 

ini ada guna dan manfaatnya. Amiin.  

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.  

 

Bandung,      Mei 2023 
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BAB 

1  

 

 

Bab I Pendahuluan, mengulas tentang pemahaman awal 

terkait dengan Hukum Administrasi Negara mengelaborasi antara 

lain, sejarah hukum administrasi negara, pengertian administrasi 

negara, pengertian hukum administrasi negara, ruang lingkup 

hukum administrasi negara, tugas-tugas pemerintah dalam negara 

hukum modern, dan perkembangan hukum administrasi negara di 

Indonesia. Bahasan masing-masing dikemukakan dalam paparan 

berikut. 

 

A. Sejarah Hukum Administrasi Negara 

Konsep negara hukum (rechtstaat) ada beberapa model, 

seperti negara hukum menurut al-4XU·DQ� GDQ� DV-Sunah atau 

nomokrasi Islam, negara hukum menurut konsep kontinental 

dinamakan rechtsaat. Negara hukum Anglo-Saxon (rule of law), 

konsep sosialis legality, dan konsep negara hukum Pancasila. 

Indonesia menganut sistem hukum eropa kontinental 

yang berasal dari Hukum Romawi, yang secara umum 

melingkupi bidang hukum perdata, hukum pidana, hukum 

acara (perdata dan pidana), dan selain yang berasal dari Hukum 

Romawi, berkembang pula hukum dagang. Sampai dengan 

dibuatnya code napoleon, hukum publik (kecuali hukum acara) 

belum kelihatan perkembangannya.  

Secara historis gagasan negara hukum telah dikemukakan 

oleh Plato, dalam buku Nomoi, yang menyebutkan, 

penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada 

PENDAHULUAN 
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2  

 

 

Bab kedua tentang kedudukan, fungsi dan azas-azas obyek 

dan subyek hukum administrasi negara. Bab ini dielaborasi dalam 

sub bab yakni, kedudukan hukum administrasi negara, fungsi dan 

tujuan hukum administrasi negara, hubungan hukum antara 

hukum administrasi negara dan hukum tata negara, macam-macam 

sumber hukum administrasi negara, obyek dan subyek hukum 

administrasi negara serta hak, kewajiban, dan fungsi badan 

dan/atau pejabat pemerintah. Untuk mendapatkan penjelasan 

secara komprehensif dibahas dalam uraian berikut.  

 

A. Kedudukan Hukum Administrasi Negara  

Dalam sistematika ilmu hukum, Hukum Administrasi 

Negara termasuk dalam hukum publik dan merupakan bagian 

dari pada hukum Tata Negara. Dilihat dari sejarahnya, sebelum 

abad ke-19 Hukum Administrasi Negara menyatu dengan 

Hukum Tata Negara dan baru setelah abad ke-19 Hukum 

Administrasi Negara berdiri sendiri sebagai suatu disiplin ilmu 

hukum tersendiri. Pada pertengahan abad ke-20, Hukum 

Administrasi Negara berkembang dengan pesat sebagai akibat 

tuntutan timbulnya negara hukum modern (welfarestate) yang 

mengutamakan kesejahteraan rakyat. Hukum Administrasi 

Negara sebagai suatu disiplin ilmiah tersendiri dapat dilihat 

dalam Teori Residu dari Van Vallen Hoven yang membagi 

seluruh materi hukum itu secara terperinci sebagai berikut. 

KEDUDUKAN, FUNGSI, 

AZAS, OBYEK DAN 

SUBYEK HUKUM 

ADMINISTRASI NEGARA 
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3  

 

 

Bab ketiga tentang Bentuk-bentuk Perbuatan Administrasi 

Negara dielaborasi ke dalam bahasan, pengertian perbuatan 

administrasi negara, perbuatan administrasi negara merupakan 

perwujudan tugas pemerintah, macam-macam perbuatan 

administrasi negara, pengertian ketetapan administrasi negara, 

macam-macam ketetapan administrasi negara dan delegasi 

perundang-undangan. 

Berikut penjelasan sub bab sebagaimana dikemukakan di 

atas. 

 

A. Pengertian Perbuatan Administrasi  

Beberapa pengertian perbuatan administrasi negara 

menurut para ahli dijelaskan sebagai berikut.  

1. Komisi Van Poelje, publiekrechtelijke handeling (tindakan 

dalam hukum publik) adalah rechtshandeling door de overheid 

in haar bestuursrimctie verricht (tindakan hukum yang 

dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi 

pemerintahan. Van Poelje berpendapat bahwa tindakan 

pemerintahan merupakan manifestasi atau perwujudan 

bestuur.  

2. Romeyn: tindak pengreh (bestuurshandeling) adalah tiap-tiap 

tindakan/perbuatan dari satu alat perlengkapan 

pemerintahan (bestuursorgaan) dan di luar lapangan hukum 

tata pemerintahan, misalnya keamanan, peradilan, dan lain-

BENTUK-BENTUK 

PERBUATAN 

ADMINISTRASI NEGARA 
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Bab 4 tentang Pembentukan Ketetapan/Keputusan Tata 

Usaha Negara, yang dirinci ke dalam pembahasan yakni, 

pengertian keputusan tata usaha negara, macam-macam dan 

bentuk keputusan, syarat-syarat pembuatan keputusan dan dasar 

hukum keputusan tata usaha negara. Untuk lebih jelasnya 

diketengahkan sebagai berikut. 

 

A. Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara 

Keputusan tata usaha negara pertama kali diperkenalkan 

oleh seorang sarjana jerman, Otto Meyer, dengan istilah Verwal 

Tungsakt. Istilah ini diperkenalkan di negeri Belanda dengan 

nama Beschikking oleh Van Vollenhoven dan C. W. Van Der Pot, 

yang oleh beberapa penulis, seperti AM. Donner, H. D. Van Wijk 

Willem Konijnenbelt, dan lain-lain, dianggap sebagai bapak dari 

konsep Beschikking yang modern. Di Indonesia istilah 

Beschikking diperkenalkan pertama kali oleh WF. Prins. Istilah 

Beschikking ini ada yang menerjemahkannya dengan ketetapan, 

seperti E. Utrecht, Bagir Manan, Sjachran Basah, dan lain-lain. 

Djenal Housen dan Muchsan mengatakan bahwa, penggunaan 

istilah keputusan barangkali akan lebih tepat menghindari 

kesimpangsiuran pengertian dengan istilah ketetapan. 

Menurutnya, di Indonesia istilah ketetapan sudah memiliki 

pengertian teknis yuridis, yaitu sebagai ketetapan MPR yang 

berlaku ke luar dan ke dalam. Seiring dengan berlakunya 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

PEMBENTUKAN 

KETETAPAN/KEPUTUSAN 

TATA USAHA NEGARA 
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Pada tahun 1950, komisi de Monchy di Belanda 

memperkenalkan Algemene Baginselen van Behoorlijk Bestuur (Azas-

azas Umum Pemerintahan Yang Baik), yang kemudian di Indonesia 

hal itu diperkenalkan oleh Prof. Kuntjoro Purbopronoto, di mana 

azas umum pemerintah yang layak tersebut meliputi 13 azas. 

Namun bukan berarti bahwa azas-azas tersebut berlaku sama di 

semua negara, demikian pula tidak berarti bahwa azas-azas ini akan 

selamanya tetap, namun akan mengalami dinamika dan perubahan 

sesuai dengan tuntutan dan kondisi zaman sesuai dengan tata nilai 

yang berlaku dalam suatu masyarakat.  

Di Indonesia, yang mempunyai falsafah dan idiologi negara 

yaitu Pancasila, tentu saja nilai-nilai itu harus sesuai dengan nilai-

nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Adapun ketiga belas 

azas termaksud sebagaimana dikutip Ragawinon (2006, 41-47) 

dapat dikemukakan sebagai berikut: 

 

A. Azas Kepastian Hukum  

Azas kepastian hukum, terdapat dua aspek, yang satu 

lebih bersifat hukum material dan yang lain bersifat hukum 

formal. Aspek hukum material terkait erat dengan kepercayaan. 

Azas ini menghendaki dihormatinya hak yang diperoleh 

seorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah, meskipun 

keputusan itu salah. Jadi demi kepastian hukum, setiap 

keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk 

dicabut kembali, sampai dibuktikan sebaliknya dalam proses 

AZAS-AZAS UMUM 

PEMERINTAHAN 

YANG BAIK 
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Bab keenam tentang Budaya Hukum, yang dirinci ke dalam 

bahasan, Pengertian budaya hukum (legal culture), budaya hukum 

dalam masyarakat, tipe budaya hukum (legal culture), kebijakan dan 

strategi pengembangan budaya hukum, kesadaran penegakan 

hukum, dan kesadaran hukum, budaya hukum (legal culture) dan 

pengaruhnya terhadap penegakan hukum. Untuk lebih jelasnya 

diulas dalam bahasan berikut. 

 

A. Pengertian Budaya Hukum (Legal Culture) 

Budaya hukum merupakan keseluruhan faktor yang 

menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya 

yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. 

Budaya hukum bukanlah apa yang secara kasar disebut opini 

publik para antropolog, budaya itu tidak sekadar berarti 

himpunan fragmen-fragmen tingkah laku (pemikiran) yang 

saling terlepas, istilah budaya diartikan sebagai keseluruhan 

nilai sosial yang berhubungan dengan hukum (Soekanto, 1977). 

Budaya hukum jika diartikan secara gramatikal maka 

akan menghasilkan banyak pandangan, walaupun sebenarnya 

pandangan tersebut bebas. Namun kiranya dalam pendidikan 

hukum ke depan, budaya hukum haruslah memiliki batasan-

batasan dalam pengertiannya agar tidak menimbulkan 

interpretasi di dalam masyarakat. Sebagaimana diungkapkan 

Asshiddiqie (2005) bahwa, pembudayaan, pemasyarakatan dan 

pendidikan hukum (law socialization and law education) dalam arti 

BUDAYA 

HUKUM 
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Bab 7 tentang Kewenangan dan Tindakan Hukum 

Administrasi Negara, yang dielaborasi ke dalam bahasan berupa 

Pengertian, Kedudukan Hukum Pemerintah, Kewewenangan 

Pemerintah dan Tindakan Pemerintah. Untuk lebih jelasnya 

diuraikan sebagai berikut. 

 

A. Pengantar 

Dalam perspektif hukum publik, Negara adalah 

RUJDQLVDVL� MDEDWDQ�� 0HQXUXW� /RJHPDQQ� ´1HJDUD� DGDODK�

organisasi yang berkenaan dengan berbagai fungsi, yang 

dimaksud dengan fungsi ialah lingkungan kerja terperinci 

GDODP� KXEXQJDQ� VHFDUD� NHVHOXUXKDQµ�� �Hukum Administrasi 

Negara merupakan hukum yang selalu berkaitan dengan 

aktivitas perilaku administrasi negara dan kebutuhan 

masyarakat serta interkasi di antara keduanya. Negara 

Indonesia adalah negara hukum, di mana sebagai negara hukum 

(rechtstaat), setiap penyelenggaraan pemerintah haruslah 

berdasarkan negara hukum yang berlaku. Dalam negara hukum, 

hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam 

penyelenggaraan kenegaraan, pemerintah, dan kemasyarakatan.  

Sementara, tujuan negara hukum itu sendiri adalah 

terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintah, dan 

kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan 

kemanfaatan. Eksistensi Hukum Administrasi Negara 

diharapkan dapat mengetahui batas-batas dan hakekat 

KEWENANGAN DAN 

TINDAKAN HUKUM 

ADMINISTRASI NEGARA 
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Bab delapan ini tentang perlindungan, penegakan dan 

pertanggungjawaban hukum dalam hukum administrasi negara 

yang dielaborasi dalam sub judul, Pertama, Perlindungan hukum 

yang dirinci ke dalam perlindungan hukum dalam bidang perdata 

dan perlindungan hukum dalam bidang publik; kedua, penegakan 

hukum yang diulas ke dalam penegakan hukum dalam han dan 

macam-macam sanksi dalam Hukum Administrasi Negara; dan 

Ketiga, Pertanggungjawaban pemerintah yang dielaborasi ke dalam 

bahasan, pengertian pertanggungjawaban, aspek teoritik 

pertanggungjawaban hukum pemerintan dan pertanggungjawaban 

pemerintah dalam Hukum Administrasi. Berikut penjelasan pokok 

bahasan di atas. 

 

A. Perlindungan Hukum 

Subjek hukum sebagai pemikul hak-hak dan kewajiban-

kewajiban, dapat melakukan tindakan-tindakan hukum 

berdasarkan kemampuan atau kewenangan yang untuk dalam 

pergaulan di tengah masyarakat, banyak terjadi hubungan 

hukum yang muncul sebagai akibat adanya tindakan-tindakan 

hukum dari subjek hukum itu, yakni interaksi antar subyek 

hukum yang memiliki relevansi hukum atau memiliki akibat-

akibat hukum. agar hubungan hukum antar subyek hukum itu 

berjalan secara harmonis, seimbang, dan adil atau dalam arti lain 

setiap objek hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya dan 

kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka hukum tampil 

PERLINDUNGAN, PENEGAKAN 

DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

HUKUM DALAM HUKUM 

ADMINISTRASI NEGARA 
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Bab ini mengulas tentang instrument pemerintahan, yang 

dielaborasi ke dalam pengertian instrumen pemerintahan, 

peraturan perundang-undangan, ketetapan/keputusan tata usaha 

negara, peraturan kebijaksanaan, perizinan dan instrumen hukum 

keperdataan. Untuk lebih jelas tentang hal tersebut, dikemukakan 

dalam ulasan berikut. 

 

A. Pengertian Instrumen Pemerintahan  

Instrumen pemerintahan adalah alat-alat atau sarana-

sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi 

negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam 

menjalankan suatu pemerintahan, pemerintah atau administrasi 

negara melakukan berbagai tindakan hukum dengan 

menggunakan instrumen pemerintahan.  

Instrumen pemerintahan ini dibagi menjadi dua bentuk, 

yaitu:  

1. Instrumen Fisik. Instrumen fisik yang terhimpun dalam 

publik domain, terdiri atas: alat tulis menulis, sarana 

transportasi dan komunikasi, gedung-gedung perkantoran 

dan lain-lain.  

2. Instrumen Yuridis. Instrumen yuridis ini berfungsi untuk 

mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan dan 

kemasyarakatan, yang terdiri atas; peraturan perundang-

undangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijaksanaan, 

perizinan, instrumen hukum keperdataan dan lain-lain.  

INSTRUMEN 

PEMERINTAH 
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Bab 10 tentang Macam-macam Keputusan Pemerintah yang 

dielaborasi ke dalam sub bahasan berupa, Konsep keputusan 

pemerintah, syarat sahnya keputusan, berlaku dan mengikat 

keputusan pemerintah, perubahan, pencabutan, penundaan, dan 

pembatalan keputusan, akibat hukum keputusan yang dapat 

dibatalkan dan legalisasi dokumen. Untuk lebih jelasnya diuraikan 

sebagai berikut. 

 

A. Konsep Keputusan Pemerintah  

Keputusan Tata Usaha Negara merupakan suatu 

penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat 

Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha 

Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, bersifat konkret, individual dan final, yang 

menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum 

perdata (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 

tentang Peradilan Tata Usaha Negara). 

Dari uraian definisi di atas, yakni pada rumusan pasal 1 

angka 3 mengenai keputusan tata usaha Negara mengandung 

unsur-unsur atau elemen-elemen utama sebagai berikut. 

1. Penetapan Tertulis. 

2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata Usaha Negara. 

3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. 

4. Bersifat konkret, individual dan final. 

MACAM-MACAM 

KEPUTUSAN 

PEMERINTAH 
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Bab 11 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, membnahsa 

secara ringkas terkait tentang peradilan dimaksud. Bagian pokok 

yang diketengahkan pada bab ini adalah, Pengertian Tata Usaha 

Negara, Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan 

dan Pelaksanaan Peradilan Tata Usaha Negara. Penjelasan sub bab 

dimaksud sebagai berikut.  

 

A. Pengertian Tata Usaha Negara  

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku 

kekuasaan kehakiman untuk rakyat yang mencari keadilan 

terhadap sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara 

adalah sengketa yang terjadi antara badan atau kantor tata usaha 

negara dengan warga negara. PTUN diciptakan untuk 

menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan warga 

negaranya. Dalam hal ini, sengketa timbul sebagai akibat dari 

adanya tindakan-tindakan pemerintah yang melanggar hak-hak 

warga negara. Dengan demikian PTUN ditujukan pula untuk 

melindungi rakyat dari tindakan-tindakan pemerintah yang 

tidak populis. Singkatnya, PTUN tidak hanya melindungi hak-

hak tunggal saja, tetapi juga melindungi hak-hak warga negara 

sebagai suatu masyarakat (Munaf, 2016).  

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dibentuk 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara kemudian eksistensi dan beberapa 

hal terkait diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 

PERADILAN TATA 

USAHA NEGARA 
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Bab ke-12 tentang Sitem Pemerintahan Republik Indonesia, 

yang dirinci ke dalam pembahasan, susunan pemerintahan negara 

Indonesia, klasifikasi lembaga negara, dan lembaga-lembaga 

negara. Subbab dimaksud dirinci menjadi beberapa bagian penting, 

sesuai dengan perubahan dan/atau amandemen konstitusi 

Republik Indonesia berikut dengan peraturan pelaksanaannya. 

 

A. Susunan Pemerintahan Negara Indonesia 

Pemerintahan dalam arti luas dapat diartikan semua 

urusan yang diselenggarakan negara dalam melaksanakan 

kesejahteraan rakyatnya termasuk melaksanakan kepentingan 

negara sendiri. Pemerintah di sini tidak hanya menjalankan 

eksekutif saja tetapi juga termasuk legislatif dan yudikatif serta 

pelbagai lembaga-lembaga negara lainnya menjalankan 

kekuasaan negara.  

Membicarakan susunan pemerintahan berarti 

membicarakan bagaimana struktur kekuasaan pemerintahan 

serta hubungan antara lembaga-lembaga negara yang 

menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara itu disusun, dibagi 

baik secara vertikal maupun horizontal dalam negara Republik 

Indonesia. tujuannya untuk melaksanakan kepentingan rakyat 

dan negara (Umar dan Attamimi, 2020). 

Pembagian kekuasaan organisasi pemerintahan secara 

horizontal umumnya di dasarkan pada hubungan kesederajatan 

satu sama lain-lain lembaga organisasi pemerintahan negara 

SISTEM PEMERINTAHAN 

REPUBLIK INDONESIA 
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